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ABSTRACT 

The Ministry of ATR/BPN continues to strive to provide strategies to 

accelerate land registration, one of which is by carrying out the Integrated PTSL 

concept in 2023 which is different from PTSL in previous years in the measurement 

and mapping mechanism. This concept is a strategy in the form of changing 

mindsets which is then outlined in a policy in the form of Complete Systematic Land 

Registration Technical Instructions Number 3/Juknis-HK.02/III/2023 as a guide for 

the Land Office in implementing PTSL. Requirements for technical standards, 

institutions and forms of community participation in Juknis, if they collide with 

implementation in the field, do not rule out the possibility that they will cause 

problems in implementation, one of which is at the Tangerang Regency Land Office. 

Therefore, this research aims to examine the implementation of Integrated PTSL at 

the Tangerang Regency Land Office, its problems and solutions, and determine its 

relevance to the 2023 PTSL Technical Guidelines.  

The research method used in this research is a qualitative research method 

with a descriptive approach to describe the implementation of Integrated PTSL 

2023 at the Tangerang Regency Land Office. The primary data and secondary data 

used came from the Tangerang Regency Land Office obtained from interviews and 

document studies. The samples in the interview activities carried out were 

implementers of the 2023 Integrated PTSL activities at the Tangerang Regency 

Land Office. 

The results of this research are that in general the implementation of 

Integrated PTSL 2023 at the Tangerang Regency Land Office refers to the Juknis 

that have been established, namely PTSL Technical Instructions Number 3/Juknis-

HK/02/III/2023 based on research findings in the implementation of the activity 

stages and technical standards. Apart from that, problems were found, especially at 

the physical data collection stage related to preparing work maps and determining 

boundary marks. Then, there are 52 activities as comparative indicators, 47 

activities are in accordance and 5 activities are partially in accordance with the 

2023 PTSL Technical Guidelines. However, these 5 activities are not an obstacle in 

implementing Integrated PTSL at the Tangerang Regency Land Office. The 

existence of technical updates in the implementation of PTSL 2023 is considered to 

be very helpful for the adjudication committee of the Tangerang Regency Land 

Office in completing the PTSL target which is assisted by the innovation of 

accelerating PTSL completion, namely the PTSL Clinic. This is proven by the 

Tangerang Regency Land Office which was able to complete its target 100% by 

optimizing the PTSL target twice. 

Keywords: Relevance, Integrated PTSL, Technical Instructions 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(Kementerian ATR/BPN) mendapat mandat dari Pasal 19 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA) untuk menjamin kepastian hukum dengan diadakan pendaftaran tanah 

diseluruh wilayah Republik Indonesia. Mandat tersebut dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah dicabut dan digantikan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 

1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi pengertian bahwa 

pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis, yang disajikan berupa peta dan daftar yang mencakup 

bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 

bukti untuk bidang tanah yang sudah memiliki hak dan hak milik atas satuan 

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode tahun 2020-2024, 

visi dan misi Presiden-Wakil Presiden dijabarkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Humas, 

2019). Visi dan Misi Presiden-Wakil Presiden kemudian diperinci menjadi 

sasaran pokok, agenda prioritas nasional dan terakhir rencana-rencana strategis 

dari setiap Kementerian. Visi dan misi tersebut tercantum dalam narasi RPJMN 

2020-2024 yang terlampir dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024. Pada Lampiran III Perpres Nomor 18 Tahun 2020 

tercantum di dalamnya matriks pembangunan jangka menengah Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang, salah satu program di dalamnya yaitu pengelolaan 
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pertanahan untuk dilakukannya legalisasi tanah. Dalam hal legalisasi tanah, 

Kementerian ATR/BPN berupaya untuk memberikan kepastian hukum dari 

tanah yang dimiliki dengan menerbitkan Sertipikat melalui percepatan 

pendaftaran tanah serta inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah dalam rangka reforma agraria. 

Percepatan pendaftaran tanah oleh Kementerian ATR/BPN dilakukan 

melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dimulai 

tahun 2017 dan ditargetkan selesai pada tahun 2025. Pelaksanaan program 

PTSL ini mendapat perhatian khusus dari Presiden dengan diterbitkannya 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Melalui Inpres 2 

Tahun 2018, Presiden menginstruksikan kepada beberapa menteri dan aparat 

pemerintah yang bersangkutan untuk mendukung percepatan program PTSL 

sesuai yang telah diinstruksikan oleh Presiden. Kementerian ATR/BPN sendiri 

diinstruksikan untuk menyelenggarakan kegiatan PTSL yang menghasilkan 

tiga kriteria output yaitu Kluster 1, Kluster 2 dan Kluster 3. Selain itu, 

Kementerian ATR/BPN diinstruksikan untuk membuat peraturan dan 

melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian PTSL yang salah satu 

bentuk realiasasinya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kemudian, dalam Pasal 42 Ayat (2) Permen 

ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa ketentuan pelaksanaan 

PTSL diatur dalam Petunjuk Teknis yang diterbitkan setiap tahunnya oleh 

Kementerian ATR/BPN. 

Menurut Mujiburohman (2018), berbagai regulasi telah diterbitkan dan 

membangun relasi antar instansi sebagai upaya untuk mendukung PTSL, tetapi 

dalam implementasinya masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini 

ditemui di beberapa wilayah seperti pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Banyumas yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan PTSL+PM berupa 

kurangnya tenaga ahli, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman puldatan karena kurangnya waktu pembekalan 
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akibat minim anggaran, kurangnya koordinasi antara Satgas Fisik dan Satgas 

Yuridis, serta masih terdapat peserta yang kurang aktif dalam pengumpulan 

data fisik dan yuridis (Wiryanto, 2019). Selain di Kabupaten Banyumas, 

pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bojonegoro juga tidak berjalan mulus, 

terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL meliputi sarana dan 

prasarana, sumber daya manusia, serta karakteristik masyarakat (Aditya dkk., 

2019). Sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro 

menjadi hambatan karena secara kuantitas masih kurang untuk melaksanakan 

pekerjaan PTSL bersamaan pekerjaan Non PTSL. Selain itu, kurangnya sarana 

dan prasarana juga menghambat pekerjaan PTSL. Kemudian, masih banyak 

masyarakat yang mengabaikan program PTSL ini dan masyarakat lebih 

mempercayai hasil pengukuran dengan metode yang bersentuhan langsung 

dengan objek tanahnya daripada pengukuran tanpa kontak langsung dengan 

objek bidang tanah seperti metode fotogrametris.  

Suharto dan Supadno (2023) menyebutkan bahwa memang pelaksanaan 

PTSL tidak terlepas dari hambatan. Melihat hambatan yang terjadi di beberapa 

wilayah, maka hambatan utama yang sering terjadi dalam pelaksanan PTSL 

antara lain pertama, keterbatasan sumber daya manusia dari segi kualitas 

maupun kuantitas. Target PTSL yang besar tentu perlu jumlah petugas yang 

banyak juga disertai keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang memadai. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan rekrutmen 

dan pelatihan disertai perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang 

baik. Kedua, tantangan geografis yang kompleks karena kondisi geografis 

Indonesia yang beraneka ragam. Hal ini menyebabkan kesulitan pengumpulan 

data di lapangan karena akses yang sulit. Untuk mengatasi hal tersebut, 

pemerintah perlu menggunakan tekonologi untuk pemetaan digital dan drone, 

sehingga perlu kerjasama dengan pihak terkait dan pelatihan untuk peningkatan 

kapasitas tim surveyor terkait penggunaan teknologi pemetaan digital tersebut. 

Ketiga, terkait kompleksitas administrasi. Proses administrasi seringkali rumit 

sehingga perlu penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah agar lebih mudah 

dipahami dan diikuti masyarakat.  
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Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk memberikan strategi dalam 

mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PTSL untuk 

melakukan percepatan pendaftaran tanah. Pada kegiatan Rapat Kerja Nasional 

2023 Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), 

Virgo Eresta Jaya, mengusung konsep PTSL Terintegrasi di tahun 2023 yang 

memiliki perbedaan dengan PTSL di tahun-tahun sebelumnya pada mekanisme 

pengukuran dan pemetaan (Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, 

2023). Pada pelaksanaan PTSL sebelumnya, pengukuran dan pemetaan 

dilakukan setelah mendapat permintaan dari bidang pendaftaran tanah dan 

penetapan, tetapi pada PTSL terintegrasi ini proses pengukuran dan pemetaan 

dilakukan terlebih dahulu. Konsep yang diusung oleh Direktur Jenderal SPPR 

tersebut merupakan strategi berupa perubahan pola pikir yang kemudian 

dituangkan dalam suatu kebijakan berupa Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 sebagai pedoman Kantor 

Pertanahan dalam melaksanakan PTSL.  

Perbedaan yang termuat dalam Juknis No. 3/Juknis-HK.02/III/2023 yaitu 

terkait standar teknis kegiatan PTSL. Adapun standar teknis PTSL yang 

berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya antara lain objek bidang tanah, 

metode pengukuran, peta bidang tanah, serta target dan anggaran. Pertama, 

pengukuran dan pemetaan dilakukan terhadap semua bidang tanah tanpa 

terkecuali sekaligus dilakukan perbaikan data. Meskipun bukan K1 atau tidak 

mengikuti program PTSL tetap harus didapatkan juga datanya sehingga data 

fisik dan data yuridis bidang tanah akan terintegrasi dan menyeluruh. Kedua, 

metode utama dalam pengukuran dan pemetaan menggunakan metode 

fotogrametris tetapi jika batas bidang tidak bisa diidentifikasi maka dilakukan 

pengukuran suplesi dengan metode lainnya. Dengan demikian, perpaduan data 

dari hasil pengukuran dengan metode yang berbeda menjadikan peta yang 

saling terintegrasi dalam satu desa/kelurahan. Ketiga, adanya Peta Bidang 

Tanah Klarifikasi sebagai pengganti Gambar Ukur yang didalamnya 

menggunakan foto udara dengan ketelitian tinggi disertai data atribut bidang 
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tanahnya. Keempat, target dan anggarannya tidak lagi berbasis bidang 

melainkan berbasis luasan per Hektar (Ha). 

Dalam Juknis No. 3/Juknis-HK.02/III/2023 ini juga menganggap semua 

daerah memiliki situasi dan kondisi ideal sesuai dengan kondisi yang ada pada 

Juknis No. 3/Juknis-HK.02/III/2023. Situasi dan kondisi ideal yang dimaksud 

dalam Juknis No. 3/Juknis-HK.02/III/2023 adalah daerah yang telah memenuhi 

syarat standar teknis, kelembagaan dan bentuk partisipasi masyarakat yang 

sama persis tertuang dalam juknis tersebut. Ketika persyaratan standar teknis, 

kelembagaan dan bentuk partisipasi masyarakat dalam Juknis tersebut 

dibenturkan dengan pelaksanaan di lapangan, maka akan mengalami perbedaan 

karena situasi dan kondisi lapangan yang tidak selalu ideal.  

Dengan demikian, adanya perbedaan dalam Juknis 2023 dengan Juknis 

pada tahun-tahun sebelumnya tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan 

problematika dalam implementasinya. Adapun salah satu Kantor Pertanahan 

yang mengimplementasikan pelaksanaan PTSL Terintegrasi yang berpedoman 

pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-

HK.02/III/2023 yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Akan tetapi, 

dalam mengimplementasikannya ditemukan problematika yang terjadi . Hal ini 

menjadi menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul: “Problematika 

dan Solusi Pelaksanaan PTSL Terintegrasi Tahun 2023 Serta 

Relevansinya Terhadap Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah mengimplementasikan 

pelaksanaan PTSL Terintegrasi yang berpedoman pada Petunjuk Teknis 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023. Akan 

tetapi, dalam mengimplementasikannya ditemukan problematika yang terjadi. 

Oleh karena itu, permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah 

problematika pelaksanaan PTSL Terintegrasi tahun 2023. Berdasarkan 
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permasalahan tersebut timbul beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Bagaimana pelaksanaan program PTSL terintegrasi tahun 2023 di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Tangerang? 

2. Bagaimana problematika yang terjadi dalam pelaksanaan program PTSL 

terintegrasi tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang? 

3. Bagaimana solusi yang dilakukan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tangerang untuk mengatasi problematika yang terjadi dalam pelaksanaan 

program PTSL terintegrasi Tahun 2023? 

4. Bagaimana relevansi pelaksanaan program PTSL terintegrasi tahun 2023 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terhadap Petunjuk Teknis 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat 

beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain: 

a. Mengetahui pelaksanaan program PTSL terintegrasi tahun 2023 di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. 

b. Mengetahui problematika yang terjadi dalam pelaksanaan program 

PTSL terintegrasi tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tangerang. 

c. Mengetahui solusi yang dilakukan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tangerang untuk mengatasi problematika yang terjadi dalam 

pelaksanaan program PTSL terintegrasi Tahun 2023. 

d. Mengetahui relevansi pelaksanaan program PTSL terintegrasi tahun 

2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terhadap Petunjuk 

Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-

HK.02/III/2023. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai 

implementasi program PTSL terintegrasi tahun 2023 berdasarkan 

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 

3/Juknis-HK.02/III/2023. 

b. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan evaluasi terkait 

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 

3/Juknis-HK.02/III/2023 terhadap pelaksanaan program PTSL.  
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BAB VIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan PTSL Terintegrasi 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tangerang secara garis besar mengacu pada Juknis yang telah ditetapkan 

yaitu Petunjuk Teknis PTSL Nomor 3/Juknis-HK/02/III/2023. Hal ini 

berdasarkan temuan penelitian terkait penerapan tahapan kegiatan dan 

standar teknis. Selain kedua hal tersebut didukung juga dengan inovasi 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang disebut Klinik PTSL. 

2. Problematika dalam pelaksanaan PTSL Terintegrasi 2023 terutama 

ditemukan pada tahap pengumpulan data fisik. Adapun problematika yang 

dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai berikut: 

a. Penyiapan peta kerja, dalam prosesnya terdapat sebagian dari empat 

desa yang terkendala izin terbang drone dikarenakan termasuk dalam 

wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), 

sehingga wilayah tersebut tidak ada peta foto sebagai peta kerjanya. 

b. Penetapan tanda batas 

1) Objek tidak teridentifikasi, terutama pada wilayah pemukiman 

sehingga metode fotogrametris hanya dilakukan pada wilayah 

pertanian dikarenakan untuk wilayah permukiman sulit untuk 

diidentifikasi titik-titik batas bidang tanahnya.  

2) Respon masyarakat, masyarakat merasa ragu dan khawatir dengan 

metode utama pengukuran dan pemetaan fotogrametris karena tidak 

bersentuhan langsung dengan objek tanah.  

3. Solusi yang diterapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam 

menghadapi problematika yang terjadi sebagai berikut:  

a. Solusi untuk problematika dalam penyiapan peta kerja yaitu dengan 

mengosongkan peta foto dalam penyajian Peta Bidang Tanah pada 

wilayah yang memasuki wilayah KKOP. Hal ini dikarenakan untuk 
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pengganti dari peta foto tidak ada spesifikasi atau pedomannya dalam 

Juknis. 

b. Penetapan tanda batas 

1) Objek yang tidak teridentifikasi titik-titik batas bidang tanahnya 

pada peta foto dilakukan pengukuran suplesi atau tambahan yang 

harus disertai pengikatan pada objek yang dapat diidentifikasi 

pada peta foto atau ke titik tetap (Base Station). 

2) Solusi untuk problematika terhadap respon masyarakat yang ragu 

dan khawatir yaitu dengan memberikan pemahaman kepada 

masyarakat mengenai metode fotogrametris secara informal 

sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. 

4. Relevansi pelaksanaan PTSL Terintegrasi terhadap Petunjuk Teknis PTSL 

Nomor 3/Juknis-HK/02/III/2023 menghasilkan 47 kegiatan yang sesuai 

dan 5 kegiatan yang sesuai sebagian. Akan tetapi, 5 kegiatan yang sesuai 

sebagian ini tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan PTSL Terintegrasi 

2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Adanya pembaruan 

teknis dalam pelaksanaan PTSL 2023 ini, dianggap sangat membantu 

panitia ajudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam 

menyelesaikan target PTSL. 

 

B. Saran 

1. Perlu adanya penambahan waktu dalam pelaksanaan pembekalan kepada 

satuan tugas, sehingga semua satuan tugas yang turun ke lapangan 

memiliki kemampuan dan keterampilan yang sama sehingga dapat 

menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai metode pengukuran 

dan pemetaan fotogrametris kepada masyarakat dengan baik dan benar. 

2. Perlu diperhatikan alternatif solusi tidak tersedianya peta foto pada lokasi 

PTSL. Hal ini perlu diberikan pedoman dan spesifikasi dalam Petunjuk 

Teknis sehingga pelaksana PTSL tidak kebingungan. 

3. Konsep Klinik PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang perlu 

dijadikan pedoman untuk Kantor Pertanahan lain sebagai alternatif dalam 

menyelesaikan target kegiatan PTSL beserta residu yang ada.  
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